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ABSTRAK

Rcﬁm‘nn;i perizinan berusaha di Indoncsia  melalus pencrapan Online Single
Submission (OSS) bertujuan menciptakan sistem perizinan yang terintcgrasi, efisien,
dan berorientast pada kepastian hukum Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 scbagail kcrangka hukum terbaru perizinan
berusaha berbasis risiko. Namun, sentralisasi 0SS memunculkan persoalan baru,
terutama terkait perubahan kewenangan pemerintah dacrah, potcnsi disharmonisasi
norma pusat—dacrah, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparatur dacrah.
Penclitian i menggunakan metode hukum normatif untuk mcnganalisis pengaturan
OSS dalam PP 28 Tahun 2025 dan implikasinya terhadap kewenangan pemerintah
dacrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 28 Tahun 2025 menempatkan OSS
scbagai sistem tunggal perizinan berusaha, memperjelas kedudukan hukum output
perizinan, serta memperkuat kepastian hukum melalui mekanisme klasifikasi risiko,
venfikasi, pengawasan, dan sanksi administratif Di sisi lain, sentralisasi tersebut
mengurangl ruang diskresi daerah, meningkatkan kompleksitas koordinasi pusat—
dacrah. dan menimbulkan kendala implementasi akibat keterbatasan teknologi.
kapasitas aparatur. dan asimetri informasi di dacrah. Penelitian ini menecgaskan bahwa
ctektivitas OSS sangat bergantung pada harmonisasi regulasi pusat—daerah, integrasi
sistem. dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan nteroperabilitas  OSS,  harmonisasi  regulasi vang berkelanjutan.
peningkatan kapasitas teknis daerah, serta optimalisasi peran pelaku usaha dalam

memahami mekanisme OSS-RBA, guna mewujudkan perizinan berusaha digital yang
cfektif, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata kunci: OSS, PP 28 Tahun 2025, perizinan berusaha, kewenangan daerah,
sentralisasi, kepastian hukum.
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ABSTRACT

Business licensing reform in Indonesic through the implementation of the Online

Single Submission (OSS) aims 1o establish an integrated, efficient, and legally

cerfain licensing svstem, as reinforced b v Government Regu/mffm No. 28 of 2025 on

risk-based business licensing, However. the centralization of OSS has geneirated new

challenges. particularly concerning changes in rcgfrma? government authority,

potential_normative disharmony between central and regional regulations, and
dispartties in local infrastructure and administrative capacity. This study employs a
normative legal method to examine the OSS Jframework under Covernment
Regulation No. 28 of 2025 and its implications for regional authority. The findings
indicate that the regulation positions OSS as a single licensing system, clarifies the
legal status of OSS outputs, and enhances legal certainty through risk classification,
verification, — supervision, and administrative sanctions. Nevertheless, this
centralization  reduces  regional  discretion. complicates  central-regional
coordination, —and creates implementation challenges due to technological
limitations, human resource capacity gaps, and information asymmetry at the
regional level. The study concludes that the effectiveness of OSS depends on
regulatory harmonization, system integration, and strengthened regional capacity.
Accordingly, it recommends improving OSS interoperability, continuously
harmonizing central-regional regulations, enhancing local government technical
capacity, and strengthening business actors’ compliance with the OSS-RBA
mechanism lo ensure effective, accountable, and equitable digital business licensing.

. Keywords: OSS, Government Regulation No. 28 of 2025, business licensing,
! regional authority, centralization, legal certainty.
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